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Abstract

This research aims to analyze the role of Pancasila in maintaining national integration in
Indonesia, as well as to identify social challenges that potentially threaten national unity. The
main issues include the persistence of intolerance, social inequality, and the negative influences
of globalization and digital media which weaken the value of unity. These issues demand an in-
depth review of the effectiveness of Pancasila as a filter and unifying agent in this disruptive
era. The research method employs a qualitative approach with literature study as the primary
data source. The analysis was conducted by examining literature on the implementation of
Pancasila's values in societal life and educational practices in Indonesia. The analytical focus
was placed on identifying the mechanisms that make the principles of Pancasila relevant in
responding to horizontal conflicts. The results indicate that Pancasila plays a crucial role as an
ideological foundation capable of uniting diversity through its core values. Pancasila serves as
a guideline in building national character and directing public policies to be oriented towards the
interests of all people. Strengthening the internalization of Pancasila's values through character
education and inclusive policies is the main strategy for preventing national disintegration.
Therefore, systematic and continuous efforts are needed to implement the values of Pancasila
by emphasizing cross-cultural dialogue and the enforcement of just laws, so that national
integration can be maintained amidst the challenges of the modern era. This study recommends
the reactivation of national forums as a means to consolidate the values of the state's
foundation.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila dalam menjaga integrasi nasional
di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan sosial yang berpotensi mengancam persatuan
bangsa. Permasalahan utama mencakup masih adanya intoleransi, ketimpangan sosial, dan
pengaruh negatif globalisasi serta media digital yang melemahkan nilai persatuan. Isu-isu ini
menuntut tinjauan mendalam mengenai efektivitas Pancasila sebagai filter dan perekat di era
disrupsi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai
sumber utama data. Analisis dilakukan melalui penelaahan literatur mengenai implementasi
nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan praktik pendidikan di Indonesia. Fokus
analisis diletakkan pada identifikasi mekanisme yang menjadikan sila-sila Pancasila relevan
dalam merespons konflik horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki
peran penting sebagai dasar ideologis yang mampu menyatukan keberagaman melalui nilai-
nilai intinya. Pancasila menjadi pedoman dalam membangun karakter kebangsaan dan
mengarahkan kebijakan publik agar berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat. Penguatan
internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan karakter dan kebijakan inklusif menjadi strategi
utama dalam mencegah disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis dan
berkelanjutan dalam mengimplementasikan nilai Pancasila dengan menekankan dialog lintas
budaya dan penegakan hukum yang adil agar integrasi nasional tetap terjaga di tengah
tantangan era modern. Penelitian ini merekomendasikan reaktivasi forum kebangsaan sebagai
sarana konsolidasi nilai-nilai dasar negara.
Kata Kunci: Integrasi Nasional, Pancasila, Tantangan Sosial, Pendidikan Karakter, Kebhinekaan

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling beragam di dunia, dengan ratusan suku,
ragam budaya, bahasa, agama, dan tradisi yang berbeda di setiap wilayah. Keragaman ini, pada satu
sisi, adalah kekayaan: warisan budaya dan pluralitas identitas yang membuat Indonesia unik. Namun
di sisi lain, keragaman tersebut juga menyimpan potensi konflik sosial apabila perbedaan tidak dikelola
dengan baik. Pernyataan ini ditegaskan oleh sejumlah riset bahwa keragaman sosial-budaya dapat
memunculkan ketegangan dan fragmentasi apabila tidak disertai mekanisme integrasi sosial yang
efektif (Gani & Sembiring, 2023). Dalam konteks manajemen perbedaan, integrasi sosial menjadi
kunci utama. Mekanisme integrasi ini meliputi upaya-upaya sistematis untuk membangun kohesi
sosial, pengakuan kesetaraan hak, dan penegakan keadilan distributif di antara kelompok-kelompok
yang berbeda. Tanpa adanya kerangka kerja yang kuat untuk menjamin bahwa setiap identitas
merasa diakui dan mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya serta partisipasi publik,
potensi konflik yang bersumber dari isu primordialisme dan ketidaksetaraan struktural akan sulit
dihindari, sehingga menghambat proses pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam konteks demikian, integrasi nasional menjadi sangat penting bagi kelangsungan dan
keutuhan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bersama hadir bukan semata sebagai
simbol, melainkan sebagai instrumen normatif dan kultural untuk menyatukan keberagaman tersebut.
Berangkat dari nilai-nilai seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan
Sosial, Pancasila diharapkan mampu menjadi pijakan bersama bagi seluruh warga negara dalam
bingkai kebangsaan yang inklusif. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian mutakhir, Pancasila
tetap relevan dalam menjaga persatuan dan integrasi bangsa, terutama di masa perubahan dan
tantangan global (Taher, 2021). Implikasi praktis dari peranan Pancasila sebagai sarana integrasi ini
adalah kebutuhan untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut secara konsisten melalui sistem
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pendidikan, kebijakan publik, dan praktik kehidupan bermasyarakat. Internalisasi ini bukan hanya
bertujuan pada pengakuan formal, melainkan pada pembentukan kesadaran kolektif bahwa
keberagaman yang ada merupakan aset (kekuatan) yang harus dikelola, bukan sebagai sumber
potensi konflik. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai filtrasi terhadap ideologi-ideologi
transnasional yang berpotensi mendegradasi semangat persatuan, sekaligus memandu praktik
kewarganegaraan yang menjunjung tinggi toleransi dan musyawarah mufakat.

Namun demikian, meskipun Pancasila secara konstitusional dan ideologis telah diakui,
kenyataan sosial kontemporer menunjukkan bahwa tantangan terhadap integrasi nasional terus
muncul, baik berupa ketegangan/kesalahpahaman antarkelompok agama, suku, maupun budaya;
ketimpangan sosial dan ekonomi antardaerah; serta pengaruh globalisasi yang membawa arus nilai
dan identitas baru yang dapat memecah kebersamaan (Sa’'duh & Nelwati, 2024). Oleh karena itu,
sangat mendesak untuk mengevaluasi bagaimana peran Pancasila dapat dikreasikan secara nyata
menjadi strategi integrasi nasional yang efektif, bukan hanya secara simbolik, tetapi secara
implementatif di tengah masyarakat yang plural. Upaya rekreasi peran Pancasila ini menuntut adanya
pendekatan yang transformatif, yang bergerak dari sekadar hafalan dan doktrin menjadi internalisasi
nilai yang terwujud dalam perilaku sehari-hari warga negara, terutama pada generasi muda sebagai
aktor penentu masa depan bangsa. Transformasi ini perlu didukung oleh kebijakan publik yang
inklusif, yang secara tegas mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan musyawarah ke
dalam kerangka pembangunan nasional, sehingga mampu mereduksi akar permasalahan
ketimpangan dan memfasilitasi ruang dialog konstruktif antarwarga negara untuk memperkuat kohesi
sosial Indonesia.

Penelitian ini hadir dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam ‘bagaimana Pancasila
dapat berfungsi sebagai fondasi dalam integrasi nasional’, “tantangan sosial apa saja yang
mengancam persatuan di Indonesia”, serta “strategi berbasis nilai Pancasila apa yang relevan untuk
mengatasi tantangan tersebut”. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi
keilmuan, khususnya dalam bidang studi kewarganegaraan, ilmu sosial, dan pendidikan karakter
kebangsaan serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan aktor
masyarakat dalam upaya memperkuat persatuan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif deskriptif dengan berfokus pada analisis konten literatur, dokumen kebijakan,
serta data-data empiris terkait implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat multikultural.
Peneliti berupaya membedah esensi filosofis Pancasila dan relevansinya sebagai common platform
(landasan bersama) yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan sosiokultural, sekaligus
mengidentifikasi akar masalah disintegrasi melalui studi kasus yang representatif, sehingga hasil
kajian ini memiliki basis teoretis yang kuat dan implikasi praktis yang nyata.

Perbedaan pendekatan atau fokus dari penelitian-penelitian terdahulu menjadi alasan penting
di balik studi ini. Banyak penelitian yang menekankan pentingnya integrasi nasional atau peran
Pancasila, tetapi sedikit yang memetakan secara sistematis tantangan sosial kontemporer dan
merumuskan strategi konkret berbasis nilai-nilai Pancasila dalam konteks globalisasi dan perubahan
sosial saat ini. Dengan demikian, penelitian ini berusaha melengkapi dan memperdalam literatur yang
ada: menggabungkan analisis normatif-ideologis dengan telaah empiris terhadap tantangan
kontemporer, serta merumuskan strategi aplikatif berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti studi
ini tidak hanya berhenti pada penegasan urgensi Pancasila sebagai ideologi bangsa, melainkan
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bergerak lebih jauh untuk menjawab pertanyaan praktis: bagaimana nilai-nilai fundamental tersebut
dapat dioperasionalkan sebagai kerangka solusi atas isu-isu yang spesifik, seperti polarisasi digital,
krisis identitas generasi muda, dan degradasi kohesi sosial di era pasca-kebenaran (post-truth).
Kesenjangan literatur ini menunjukkan perlunya sebuah sintesis yang menghubungkan dimensi
filosofis Pancasila dengan tantangan riil di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan
kontribusi yang lebih relevan dan up-to-date bagi perumusan kebijakan dan praktik sosial
kemasyarakatan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran Pancasila dalam
mendukung integrasi nasional di Indonesia, tantangan sosial apa saja yang dihadapi Indonesia dalam
menjaga integrasi nasional, strategi apa yang dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk
memperkuat integrasi nasional. Sedangkan tujuan penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan peran
Pancasila secara teoritis dan praktis dalam integrasi nasional, menganalisis tantangan sosial yang
mengancam persatuan bangsa, serta mengusulkan strategi penguatan integrasi nasional yang
relevan dengan dinamika sosial saat ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi
mengingat heterogenitas masyarakat Indonesia yang berpotensi menimbulkan disintegrasi jika tidak
dikelola dengan baik. Melalui kajian mendalam terhadap relevansi nilai-nilai fundamental Pancasila
sebagai perekat kebangsaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan,
baik bagi pengembangan iimu pengetahuan di bidang pendidikan karakter dan kebijakan publik,
maupun sebagai panduan praktis bagi stakeholder terkait dalam merumuskan langkah-langkah
konkret untuk menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa di tengah arus globalisasi
dan perubahan sosial yang cepat.

Signifikansi penelitian ini cukup besar. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan
memperkaya kajian tentang integrasi nasional, ideologi kebangsaan, dan peran nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sosial-politik modern. Dari sisi praktis dan kebijakan, temuan ini dapat menjadi
referensi bagi institusi pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat luas dalam merancang program
pendidikan karakter, kebijakan inklusif, serta upaya membangun kohesi sosial yang berkelanjutan.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga penting untuk
implementasi nyata demi menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika dan tantangan zaman.
Dengan latar belakang, tujuan, dan urgensi penelitian tersebut, maka artikel ini diharapkan memberi
kontribusi berarti pada upaya memperkuat integrasi nasional dan memperdalam pemahaman
akademis tentang peran Pancasila dalam kebangsaan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (literature review)
sebagai desain utamanya. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk
memahami secara mendalam dan konseptual bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai
instrumen integrasi nasional di tengah keragaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Melalui
pendekatan ini, peneliti berposisi sebagai instrumen utama dalam mengevaluasi, menafsirkan, dan
mensintesis literatur terkait, sebagaimana dijelaskan dalam literatur metodologi penelitian kualitatif
(Gopaldas, 2016). Desain studi pustaka (literature review) ini melibatkan proses sistematis dalam
pengumpulan, penilaian, dan sintesis temuan dari berbagai sumber pustaka, seperti jurnal iimiah,
buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan Pancasila dan integrasi nasional. Tujuannya adalah
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untuk membangun kerangka konseptual yang kokoh (a robust conceptual framework) serta
mengidentifikasi pola, kesenjangan (gaps), dan kontroversi dalam literatur yang sudah ada. Oleh
karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data empiris baru di lapangan, melainkan
pada eksplorasi teoretis dan analisis komparatif atas konsep-konsep kunci yang telah dikaji
sebelumnya, memastikan validitas internal dan kedalaman interpretasi akademis.

Dalam proses pengumpulan data, sumber yang digunakan mencakup buku, artikel jurnal
ilmiah, baik internasional maupun nasional, serta dokumen peraturan perundang-undangan terkait
Pancasila dan integrasi nasional. Dengan demikian, data yang diolah bersifat sekunder, yaitu berupa
teks tertulis yang telah dipublikasikan sebelumnya, bukan data lapangan primer. Strategi ini selaras
dengan prinsip studi pustaka atau library research yang lazim digunakan ketika topik penelitian bersifat
teori, konsep, dan analisis dokumen. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah
analisis isi (content analysis) terhadap berbagai literatur yang telah terkumpul, bertujuan untuk
mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi makna serta relevansi konsep-konsep kunci
mengenai peran Pancasila sebagai dasar filosofis integrasi nasional. Pendekatan ini memastikan
bahwa kajian yang dihasilkan memiliki landasan teoretis yang kuat dan mampu menyajikan sintesis
komprehensif dari perspektif-perspektif yang berbeda dalam kerangka akademik yang teruiji.

Setelah literatur terkait dikumpulkan, peneliti menerapkan teknik analisis isi (content analysis)
untuk mengkaji dan menafsirkan isi teks. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi
makna, tema, dan pola yang muncul dalam literatur, khususnya mengenai bagaimana Pancasila
digambarkan sebagai dasar ideologi dan instrumen pemersatu, serta bagaimana literatur menyikapi
tantangan sosial, perbedaan, dan upaya integrasi nasional. Dengan content analysis, peneliti tidak
sekadar merangkum isi, tetapi juga mengeksplorasi nuansa nilai, simbol, dan interpretasi atas konsep
integrasi dan persatuan dalam konteks Indonesia (Sirilakshmi & Bunkar, t.t.).

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur relevan dalam rentang waktu
sepuluh tahun terakhir, hal ini untuk memastikan bahwa perspekiif dan data yang dianalisis
mencerminkan kondisi sosial, politik, dan kebhinekaan terkini di Indonesia. Pemilihan literatur
dilakukan secara sistematis, dengan mempertimbangkan relevansi terhadap tema: Pancasila,
integrasi nasional, tantangan sosial, dan keragaman. Teknik penyaringan literatur termasuk seleksi
berdasarkan kata kunci (‘Pancasila”, “integrasi nasional’, “toleransi sosial’, “keragaman Indonesia”),
serta kriteria inklusi dan eksklusi tertentu agar hanya literatur dengan fokus relevan yang dianalisis.
Langkah ini serupa dengan prosedur dalam tinjauan literatur sistematis, meskipun penelitian ini
bersifat deskriptif kualitatif, bukan meta-analisis (Pengampu & Pranatawijaya, t.t.). Selanjutnya,
literatur yang telah terseleksi akan diolah menggunakan metode analisis konten kualitatif untuk
mengeksplorasi secara mendalam bagaimana konsep Pancasila berperan sebagai variabel
pemersatu dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang berpotensi mengancam disintegrasi bangsa.
Proses analisis ini melibatkan tahap kategorisasi, reduksi data, dan interpretasi temuan untuk
mengidentifikasi pola, argumen kunci, dan pandangan yang dominan mengenai implementasi nilai-
nilai dasar Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sehingga menghasilkan
temuan yang komprehensif dan terstruktur.

Setelah memilah literatur, peneliti melakukan klasifikasi isu: membedakan antara kajian
tentang peran Pancasila, termasuk aspek ideologi, nilai, dan Sejarah, dengan kajian tentang
tantangan sosial dan perbedaan di Indonesia, misalnya konflik sosial, intoleransi, ketimpangan, atau
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isu identitas. Klasifikasi ini membantu dalam menyusun kerangka analisis: bagian mana yang
membahas fungsi Pancasila, dan bagian mana yang membahas masalah dan hambatan integrasi
nasional. Selanjutnya, peneliti mengaitkan hasil klasifikasi itu dengan nilai-nilai dasar Pancasila, untuk
menganalisis bagaimana Pancasila dapat berkontribusi sebagai strategi integrasi dan bagaimana ia
dapat menghadapi tantangan kontemporer.

Dalam tahapan terakhir, analisis dilakukan secara kritis dan interpretatif: peneliti membaca
ulang teks literatur, melakukan koding terhadap tema-tema utama (persatuan, toleransi, keadilan
sosial, keragaman budaya, nilai kebangsaan), lalu mensintesis temuan-temuan ke dalam narasi yang
koheren. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengekstrak insight konseptual bukan sekadar fakta
deskriptif mengenai relevansi Pancasila dalam konteks Indonesia hari ini. Dengan metode seperti ini,
penelitian dapat menawarkan pemahaman yang mendalam dan lebih holistik mengenai hubungan
antara ideologi negara dan realitas sosial, serta memberikan landasan teoritis yang kuat untuk
rekomendasi strategi penguatan integrasi nasional melalui internalisasi nilai Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Pancasila dalam Integrasi Nasional

Kajian literatur mengenai peran Pancasila menunjukkan secara konsisten bahwa Pancasila
memainkan peran mendasar dalam memperkuat integrasi nasional Indonesia. Pancasila berfungsi
sebagai pemersatu dalam keberagaman suku, budaya, dan agama, sebagai dasar pembentukan
karakter kebangsaan, serta sebagai pedoman nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa penelitian menyebut bahwa Indonesia, dengan keberagamannya seperti suku,
agama, budaya, bahasa membutuhkan landasan ideologis yang mampu menyatukan perbedaan
tersebut dalam satu identitas nasional (Haloho dkk., 2024). Dalam hal ini, Pancasila dianggap sebagai
“common platform” yaitu fondasi bersama yang diakui dan dijunjung oleh seluruh lapisan masyarakat,
sehingga keragaman bukan dilihat sebagai hambatan tetapi sebagai kekayaan bangsa. Nilai-nilai
dalam Pancasila, terutama sila pertama dan sila ketiga, menegaskan pentingnya penghormatan
terhadap keberagaman keyakinan dan persatuan nasional. Dengan demikian, Pancasila membantu
menjaga kerukunan antar komunitas berbeda dan mengurangi potensi konflik karena perbedaan
identitas. Penelitian deskriptif kualitatif melalui literature review menunjukkan bahwa di banyak daerah
di Indonesia, penerapan nilai Pancasila melalui pendidikan, kebijakan publik, maupun kehidupan
sehari-hari menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan toleransi (Anindita & Hidayati,
2025). Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya simbol formal, melainkan realitas hidup
yang dijalani oleh masyarakat dalam interaksi antar kelompok yang berbeda.

Pancasila juga diposisikan sebagai sumber etika dan moralitas dalam pembuatan kebijakan
publik dan penyelenggaraan negara, yang secara langsung mendukung stabilitas dan integritas
bangsa. Berdasarkan tinjauan pustaka, dimensi implementatif Pancasila terlihat dalam penentuan
arah pembangunan nasional, di mana nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial menjadi landasan bagi
perumusan undang-undang dan program pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa setiap kebijakan
yang dikeluarkan oleh negara harus berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa
memandang latar belakang primordial, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan keadilan yang
merata di berbagai daerah. Ketaatan pada nilai-nilai dasar tersebut menjadi kunci untuk memastikan
bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel, yang pada
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gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menjamin keutuhan wilayah
serta persatuan ideologis.

Temuan dari penelitian literatur juga menyebut Pancasila sebagai basis karakter kebangsaan
dan identitas nasional. Hal ini tercermin dalam pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter
yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses pembelajaran (Thoriq Abdul Aziz, 2024).
Misalnya, dalam konteks pendidikan modern abad ke-21, studi menunjukkan bahwa Pancasila
digunakan sebagai kerangka pembentukan karakter siswa, tidak hanya aspek akademik, tetapi juga
aspek moral, etika, dan nasionalisme (Masykur, 2024). Pancasila menjadi pedoman dalam mendidik
generasi muda agar memiliki rasa tanggung jawab sosial, toleransi, dan kesadaran kebangsaan.
Selain itu, Pancasila sebagai identitas nasional membantu memperkuat rasa memiliki terhadap
bangsa: meskipun berasal dari latar suku, agama, atau budaya berbeda, warga diikat oleh nilai
bersama sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila membantu membangun
karakter kebangsaan yang inklusif, pluralistik, tetapi tetap bersatu.

Tantangan Sosial dan Perbedaan di Indonesia

Beberapa studi menunjukkan bahwa intoleransi antaretnis, antaragama, maupun
antargolongan tetap menjadi sumber keretakan sosial meskipun konstitusi dan ideologi negara
(Pancasila) telah menegaskan pluralitas sebagai bagian dari identitas bangsa (Tanamal & Siagian,
2022). Misalnya, dalam penelitian yang mengkaji intoleransi di Indonesia pasca-perubahan sistem
pemerintahan, ditemukan bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila diakui sebagai landasan persatuan,
praktik intoleransi tetap terjadi: diskriminasi terhadap agamaletnis minoritas, tindakan kekerasan
berbasis SARA, hingga marginalisasi kelompok tertentu (Tsaabitah, t.t.). Selain itu, di era globalisasi
dan arus informasi cepat, identitas kultural dan agama cenderung menjadi alat mobilisasi kelompok,
sehingga ego kolektif suku/agama dapat muncul dan memperkuat polarisasi. Fenomena ini
menunjukkan bahwa keberagaman suku, agama, budaya yang seharusnya menjadi kekayaan
bangsa, justru dapat berubah menjadi sumber konflik jika nilai toleransi, kemanusiaan, dan persatuan
tidak dijaga secara konsisten. Hal ini menjadikan integrasi nasional tetap rentan terhadap disintegrasi
identitas.

Temuan literatur juga mengindikasikan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia turut
menjadi tantangan terhadap integrasi nasional. Ketimpangan ini dapat berupa kesenjangan akses
pendidikan, kesempatan kerja, serta distribusi ekonomi antara wilayah maju dan tertinggal, perkotaan
dan pedesaan, serta antar kelompok sosial tertentu. Sebagai contoh, penelitian terbaru menggunakan
dataset nasional menunjukkan disparitas gender dan pemberdayaan di berbagai provinsi, meskipun
secara agregat indeks kemajuan meningkat, tetapi ketimpangan tetap nyata di wilayah tertentu
(Muthmaina, 2024). Ketimpangan semacam ini dapat memunculkan rasa ketidakadilan, kecemburuan
sosial, dan alienasi bagi kelompok yang merasa tertinggal. Dalam konteks pluralitas Indonesia,
ketimpangan menjadi pemicu polarisasi sosial, kelompok yang merasa termarjinalkan bisa
memunculkan sentimen negatif terhadap kelompok lain atau terhadap “pusat’. Temuan ini
menegaskan bahwa aspek ekonomi sosial tidak bisa dilepaskan dari isu integrasi nasional. Dengan
demikian, integrasi nasional ideal memerlukan perhatian pada keadilan sosial dan distribusi sumber
daya agar seluruh warga merasa menjadi bagian setara dari negara sesuai semangat nilai “keadilan
sosial bagi seluruh rakyat” dalam Pancasila.
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Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa arus ide, budaya, dan gaya hidup
baru ke Indonesia termasuk penetrasi ideologi asing, baik dalam bentuk budaya pop, ide politik,
maupun identitas sosial. Dalam konteks masyarakat multikultural, beberapa literatur memperingatkan
bahwa arus globalisasi berpotensi melemahkan kesadaran kolektif atas identitas nasional dan
toleransi lokal. Buku baru yang menelaah kebencian dalam masyarakat multikultural di era globalisasi
menyebut bahwa globalisasi memperluas jangkauan ideologi, terkadang membawa ide yang
mengancam harmoni sosial ketika tidak disaring oleh nilai-nilai lokal/bangsawan (Haq, 2025). Sebagai
akibatnya, terjadi fragmentasi identitas, sebagian orang mungkin lebih terpengaruh oleh identitas
global atau transnasional, sementara sebagian lain tetap berpegang pada identitas lokal atau nasional.
Fragmentasi semacam ini bisa mengikis rasa kebangsaan bersama, memperlemah solidaritas sosial,
dan memperkecil ruang kompromi antar kelompok.

Era digital dan media sosial telah menjadi ladang subur bagi penyebaran informasi, tetapi juga
bagi hoaks, ujaran kebencian (hate speech), provokasi SARA, dan konten diskriminatif. Banyak
penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian di Indonesia dilakukan secara verbal maupun non-
verbal, baik secara offline maupun online; media sosial menjadi medium utama penyebarannya
(Irawan, 2018). Misalnya, penelitian terbaru menyebutkan bahwa di era digital 4.0, penyebaran hoaks
dan ujaran kebencian secara massif telah mengganggu kohesi sosial dan merusak toleransi yang
sudah dibangun, sehingga integrasi nasional menjadi terancam (Apriliani dkk., t.t.). Dataset
kontemporer yang dikembangkan untuk mengkaji hate speech berbahasa Indonesia menunjukkan
bahwa dalam dua tahun terakhir terjadi lonjakan signifikan dalam volume ujaran kebencian daring
terhadap kelompok rentan, termasuk minoritas agama, etnis, dan kelompok marginal lainnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan
integrasi malah bisa menjadi alat disintegrasi jika tidak diimbangi dengan literasi digital, etika
bermasyarakat, dan kesadaran kebangsaan.

Selain faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang telah disebutkan, lemahnya aspek
penegakan hukum dan regulasi negara juga menjadi variabel penting yang menguji ketahanan
integrasi nasional. Ketidaktegasan dalam penanganan kasus intoleransi, diskriminasi berbasis SARA,
maupun tindak pidana korupsi yang memperparah ketimpangan ekonomi dapat menimbulkan
preseden buruk di mata publik. Apabila mekanisme hukum dan kelembagaan negara tidak berfungsi
secara imparsial, hal ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terutama
di kalangan kelompok minoritas atau marjinal. Rasa ketidakpercayaan dan hilangnya harapan
terhadap keadilan yang dijamin oleh negara akan memperkuat sentimen identitas primordial, sebab
kelompok yang merasa dirugikan cenderung mencari perlindungan dan solidaritas pada kelompoknya
sendiri, alih-alih pada negara. Kondisi ini menciptakan jurang pemisah antara warga negara dan
pemerintah, yang pada gilirannya dapat memicu atau membenarkan tindakan-tindakan yang
mengancam persatuan bangsa.

Implikasi Temuan terhadap Integrasi Nasional

Hasil kajian literatur ini menegaskan bahwa integrasi nasional sebagai konsep tidak hanya
bergantung pada pengakuan resmi terhadap keberagaman (seperti kebijakan, hukum, atau deklarasi),
tetapi juga sangat tergantung pada dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan informasi. Ketika salah
satu aspek, seperti toleransi, keadilan sosial, identitas bersama, atau etika informasi terganggu,
persatuan bangsa menjadi rentan. Misalnya, konflik identitas dan intoleransi bukan semata problem
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identitas, tetapi dapat diperparah oleh ketimpangan ekonomi dan sosial; ketidakadilan dapat
memunculkan rasa ketidakpuasan yang digabungkan dengan sentiment identitas. Globalisasi
memperkenalkan ide dan gaya hidup baru, namun tanpa filter nilai nasional yang kua, bisa
memundurkan kohesi sosial. Sedangkan media sosial, jika tidak diimbangi literasi dan etika, dapat
mempercepat disintegrasi melalui penyebaran hate speech dan hoaks. Dengan demikian, strategi
penguatan integrasi nasional tidak bisa hanya bersifat simbolik atau struktural (hukum/politik), tapi
harus menyentuh aspek mental, kultural, dan edukatif termasuk penguatan nilai kebangsaan, keadilan
sosial, literasi digital, dan penghormatan terhadap pluralitas.

Oleh karena itu, upaya pemeliharaan integrasi nasional menuntut pendekatan multisektoral
yang sinergis. Selain penegasan hukum dan perbaikan struktural dalam sistem pemerintahan,
implementasi praktis nilai-nilai kebangsaan perlu diarusutamakan melalui sektor pendidikan, dimulai
dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, untuk menanamkan kesadaran kritis terhadap isu identitas,
etika bermedia, dan pentingnya empati sosial. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus
bergerak bersama untuk menciptakan ruang publik yang inklusif, memastikan setiap warga negara
merasa diakui, dan bersama-sama merumuskan narasi kebangsaan yang berkesinambungan serta
relevan dengan tantangan kontemporer, menjadikan integrasi sebagai sebuah proses sosial-kultural
yang aktif dan berkelanjutan, bukan sekadar status hukum semata.

Analisis Integrasi Nasional dan Tantangan di Indonesia

Dalam literatur terkini, banyak penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan
sebagai fondasi ideologis dan moral untuk menjaga integrasi nasional di tengah keragaman sosial,
agama, dan budaya di Indonesia (Anindita & Hidayati, 2025). Sebagaimana ditemukan dalam
penelitian di “Pancasila Village”, nilai-nilai Pancasila terbukti memperkuat sikap toleransi dan harmoni
antar umat beragama secara lokal (Shofa dkk., 2023). Berdasarkan temuan ini, dalam bagian berikut
akan dikaji bagaimana setiap sila Pancasila dapat dihubungkan dengan strategi menghadapi
tantangan sosial dan perbedaan, serta implikasi strategisnya untuk integrasi nasional.

Pancasila dan Lima Sila dalam Menghadapi Tantangan Sosial dan Perbedaan

Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila memiliki potensi normative dan praktis untuk meredam
berbagai konflik sosial yang disebabkan perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan.

Sila pertama menegaskan bahwa Indonesia menerima keberagaman agama dan
kepercayaan sebagai bagian dari pluralitas bangsa. Dengan landasan ini, Pancasila mendukung
penghormatan terhadap kebebasan beragama sekaligus menolak upaya pemaksaan satu agama atas
agama lain, sebuah sikap penting dalam menangkal diskriminasi berbasis agama. Internalisasi nilai
“‘Ketuhanan Yang Maha Esa” melalui pendidikan dan dialog antaragama efektif dalam memperkuat
kerukunan beragama. Dengan demikian, ketika nilai ini dihayati, potensi konflik agama bisa dikurangi,
dan kesetaraan perlakuan terhadap semua pemeluk agama bisa ditegakkan, membantu menjaga
integrasi di masyarakat majemuk.

Sila kedua mengandung nilai-nilai kemanusiaan, rasa menghormati martabat manusia,
keadilan, empati, serta sikap beradab. Nilai ini menjadi dasar normatif bagi sikap toleran, menghargai
perbedaan, dan menjaga hak asasi manusia. Pancasila berfungsi sebagai kerangka moral bagi
demokrasi inklusif dan toleransi sosial. Dalam konteks sosial di Indonesia, sila ini dapat mendukung
upaya membangun lingkungan sosial yang saling menghormati, mengurangi diskriminasi, baik agama,
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etnis, maupun budaya, serta memupuk solidaritas antarkelompok. Ini penting dalam konteks pluralitas
bangsa, agar perbedaan tidak dipolitisasi sebagai penyebab perpecahan.

Sila ketiga secara eksplisit menekankan pentingnya persatuan bangsa di tengah keragaman
suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila adalah “alat pemersatu bangsa” dalam menghadapi
fragmentasi sosial dan identitas. Sebagai contoh, penelitian kasus intoleransi, seperti kejahatan
berbasis identitas menunjukkan bahwa penerapan nilai persatuan dapat menjadi landasan ideologis
untuk menolak separatisme dan diskriminasi (Pratama dkk., 2015). Dengan demikian, sila ini
mendasari kesadaran kolektif sebagai “bangsa Indonesia” bukan sekedar suku atau agama dan
mendorong identitas nasional di atas identitas sektoral. Ini sangat penting untuk menjaga integrasi
nasional dalam situasi perbedaan yang kompleks.

Sila keempat mengandung prinsip musyawarah dan demokrasi, bahwa keputusan diambil
melalui diskusi dan pertimbangan bersama, bukan paksaan atau dominasi satu kelompok. Nilai ini
relevan dalam penyelesaian konflik sosial, perbedaan pendapat, dan ketegangan antar kelompok.
Penerapan musyawarah memungkinkan dialog lintas agama, etnis, dan budaya untuk menyelesaikan
permasalahan tanpa kekerasan, serta memberi ruang partisipasi seluruh anggota masyarakat sebagai
warga negara. Demokrasi berbasis Pancasila dapat menjadi instrumen inklusif untuk menanggulangi
intoleransi dan keinginan dominasi identitas tertentu. Dengan demikian, sila keempat mendukung
integrasi melalui keterlibatan seluruh warga dalam proses pengambilan keputusan, menghormati
perbedaan, dan menjunjung musyawarah.

Sila kelima menekankan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara
tanpa memandang latar belakang. Ketidakadilan sosial dan ekonomi bisa menjadi akar
ketidakpuasan, diskriminasi struktural, bahkan konflik sosial. Dalam konteks integrasi nasional, jika
ada ketimpangan, misalnya kesenjangan antar wilayah, suku, agama, atau kelompok ekonomi, maka
solidaritas nasional bisa melemah. Penerapan nilai keadilan sosial melalui kebijakan inklusif, distribusi
pembangunan, dan pengurangan kesenjangan adalah elemen dasar untuk menjaga persatuan dan
stabilitas sosial. Oleh karena itu, sila kelima memberi landasan normatif bahwa integrasi nasional tidak
hanya soal toleransi budaya/agama, tapi juga soal keadilan dan kesejahteraan bersama.

Strategi Implementasi Berdasarkan Nilai Pancasila

Penguatan pendidikan Pancasila dan karakter di semua jenjang. Pendidikan karakter
berbasis Pancasila dapat menanamkan nilai toleransi, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan
keadilan sejak usia dini. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian di sekolah menengah, implementasi
nilai Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari terbukti meningkatkan toleransi dan
penghormatan antar siswa dari latar belakang berbeda (limi dkk., 2024). Dengan demikian, sekolah
serta lembaga pendidikan formal lainnya berperan sangat strategis sebagai “laboratorium”
internalisasi nilai kebangsaan dan integrasi.

Optimalisasi peran pemerintah dalam kebijakan antiradikalisme dan pemerataan
pembangunan. Pemerintah, sebagai pemegang kebijakan publik, perlu menerjemahkan nilai sila
Pancasila ke dalam regulasi maupun program Pembangunan, misalnya kebijakan desentralisasi yang
adil, pembangunan daerah tertinggal, penegakan hukum antidiscriminasi, serta program
deradikalisasi berbasis moderasi. Internalisasi nilai Pancasila dalam program deradikalisasi dan
moderasi keagamaan dapat mengurangi risiko ekstremisme dan meningkatkan toleransi. Selain itu,
distribusi pembangunan yang merata dan kebijakan sosial yang inklusif sangat penting agar warga
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merasa dilibatkan dan adil, sehingga tidak ada kelompok yang merasa tertinggal sehingga resah
terhadap sistem.

Peran masyarakat dan tokoh publik dalam menjaga harmoni sosial. Integrasi nasional tidak
bisa hanya menjadi urusan elit atau pemerintah, masyarakat sipil, pemuka agama, tokoh adat,
komunitas lokal, dan pemuda harus aktif mengambil peran. Ketika komunitas lokal menerapkan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui gotong royong, interaksi lintas agamaletnis, dialog
antar kelompok, dan kegiatan sosial Bersama. Hal ini memperkuat kohesi sosial dan saling pengertian.
Partisipasi aktif masyarakat dan tokoh publik dalam menyuarakan toleransi, persatuan, dan keadilan
adalah bagian dari implementasi nyata Pancasila.

Implikasi dari Hasil Analisis

Pancasila melalui lima silanya, bukan sekadar slogan atau simbol formal, melainkan sumber
nilai normatif dan pedoman praktis dalam menjaga integrasi nasional. Untuk menjawab tantangan
sosial dan perbedaan di Indonesia kontemporer, termasuk intoleransi, diskriminasi, ketimpangan

kebijakan negara harus pro-keadilan, inklusif, dan sensitif terhadap pluralitas agar rasa keadilan dan
kesetaraan masyarakat tetap terjaga. Ketiga, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan tokoh publik harus
dilibatkan aktif sebagai pelaku, bukan hanya objek. Keempat, upaya literasi dan moderasi di dunia
digital menjadi semakin penting, mengingat ruang online berpotensi memperkuat perpecahan jika nilai
kebangsaan tidak diperkuat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun era modern menghadirkan
tantangan baru seperti globalisasi, disinformasi, pergeseran nilai, tekanan ekonomi. Pancasila tetap
relevan sebagai “lem perekat” bangsa. Namun, efektivitasnya tergantung pada komitmen kolektif:
negara, institusi pendidikan, masyarakat, dan setiap warga.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran sentral dalam menjaga
integrasi nasional sebagai dasar ideologis yang menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam
dari segi suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai dalam setiap sila menjadi pedoman dalam
membangun sikap saling menghargai, toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Dalam konteks
tantangan sosial saat ini, seperti intoleransi, kesenjangan ekonomi, konflik identitas, serta arus
informasi negatif di media digital, implementasi nilai Pancasila menjadi solusi kunci untuk memperkuat
persatuan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologi, tetapi harus
diinternalisasi sebagai karakter dasar masyarakat Indonesia, baik melalui kebijakan pemerintah,
sistem pendidikan, maupun praktik kehidupan sosial sehari-hari.

Konsekuensi logis dari temuan tersebut adalah perlunya penguatan internalisasi nilai
Pancasila berbasis konteks kekinian yang relevan dengan tantangan era globalisasi. Dalam praksis
pendidikan, termasuk Pendidikan Islam, penguatan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui kurikulum
yang menanamkan moderasi beragama, toleransi sosial, dan keadilan antarsesama. Hal ini akan
membantu menciptakan generasi yang tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi
juga mampu mengaplikasikan nilai kemanusiaan dan persatuan sesuai dengan prinsip Pancasila.
Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji bentuk implementasi yang lebih konkret
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terutama di daerah yang memiliki potensi konflik tinggi, sehingga hasil kajian dapat memberikan
kontribusi nyata dalam mempertahankan keutuhan NKRI melalui pendekatan pendidikan dan
kebijakan sosial yang lebih efektif.
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